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Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya yang harus
diberikan dalam bentuk sandang, pangan, dan papan. Kewajiban memberi
nafkah kepada istri dan anak-anak sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Selain
dalam pernikahan, suami juga wajib memberikan nafkah kepada istri selama
masa iddah. Namun, di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah terdapat
beberapa suami yang tidak memenuhi kewajibannya dan mengabaikan nafkah
istri. Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis merumuskan dua rumusan
masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan nafkah dalam masa
perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah 2) Bagaimana
pandangan Hukum Islam terhadap nafkah dalam masa perceraian di Kecamatan
Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
bersifat kualitatif dengan jenis penelitian field research berdasarkan fakta-fakta
nyata yang ditemukan dalam masyarakat. Hasil penelitin ini menunjukan bahwa
ada beberapa suami yang tidak memenuhi kewajibanya memberi nafkah kepada
istri dan anak-anaknya dalam masa perceraian. Peran suami dalam masa
perceraian sangat penting untuk memberikan nafkah kepada istri, seperti nafkah
iddah (talag), nafkah istri dalam keadaan hamil, nafkah pada masa menyusui,
nafkah madhiyah, dan nafkah hadhanah kepada istri dan anak-anaknya dengan
cara yang ma’ruf atau patut.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf.
Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf

dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf

Latin:

Huruf Huruf Huruf Huruf

Arab e Latin B Arab S Latin Ket
tidak || tidak ( detne )
\ Alif | dilamba | dilamban | La @’ T . tikg #
ngkan gkan bawah)

zet
(@] Ba’ B Be 1 za z {eoan
X i ; titik di
bawah)
koma
GO Ta’ T Te & ‘ain ¢ terbalik
(di atas)

es
fl Sa’ S etz : Gain G Ge
titik di c
atas)
z Jim J Je —a Fa’ F Ef
ha
., (dengan - _ .
C Ha h titik di S Qaf Q Ki
bawah)
t Kha’ Kh ka dan ha | Kaf K Ka
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2 Dal D De J Lam L El
zet
. . . (dengan -
Q Zal Z titik di e Mim M Em
atas)
) R&’ R Er O Niin N En
B Zai z Zet 9 Wau W We
N Sin S Es o Ha’ H Ha
- H
U Syin Sy es dan ye I3 aana ¢ Apostrof
es
_ (dengan .,
U= Sad S titik di S Ya Y Ye
bawah)
de
. (dengan
w= | Dad d titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
& Fathah A
Kasrah |

& Dammah U




b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
ey Huruf
;g/ . Fathah dan Ya Al
9. Fathah dan Wau Au

Contoh
K kataba B tsu'ila
0 fala Caf ' kaifa
NN s ukira J3  :haula

AN ygzhabu

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

sl Fathah dan Alif q
atau Ya
SR Kasrah dan Ya I
SIERYT Dammah dan Waw U
Contoh:

R lramd Je . gala



Jé gila CSJ;;’ > yaqiilu
4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah () mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (3) diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

f\élb : ralhah

J BN : raud ah al-afal | raud atul atfal
i)éiij ‘i-*:’hl‘ - Al-Madmatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydzd)

Syaddah atau tasydrd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
C‘:’J : rabbana
d)—i : nazzala

je” :al-birr
=l : al-hajj
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o nu ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ( J ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf

gamariyyah.

1)

2)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.

Contoh:

Jas : ar-rajulu
B : as-sayyidatu
Oyl  asy-syamsu
ALl - al-galamu
gl - al-badru

JoA - al-jalalu
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7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:

AT

O5a b ‘ta’ khuziina
s‘«jm >an-nau’
(o L syai’'un

%) s inna

A o 2 J

‘—‘,)*9‘ > umirtu

Y s akala

8. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:
?)‘J‘l—.‘-&}é—l ‘C“C’\j : Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
O 5l 51N 3858 - Fa auf al-kaila wa al-mizan
Fa auful-kaila wal- mizan
JUAT 280 5 - Ibrahim al-Khalil
Ibrahimul Khalil
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L Haslal 3 4l a=y : Bismillahi majrahda wa mursah
i‘-’-‘j‘ éé &, Ll u,Jf— 4135 : Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
m—)—‘“ 4—‘“ & Uil (R Man istata ‘a ilahi sabila
9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, diantarany

a: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan
permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan

huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
Zbi»ﬂ\ EVES LA} : Wa ma Muhammadun illa rasul

o Gl s ey u'ajji u‘ : Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi
“5,) [ ‘&-‘-’ Lﬁﬁ : lallazi bibakkata mubarakkan
u,-.‘-‘ﬁ‘ QBE}Y L Q\JMJ : Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubini
el el oy 4 028V < thamdu fillahi rabbi al-‘Glamim
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.
Contoh:
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)8 &-‘5} Al (el : Nasrun minallahi wa fathun garib

Led HaY1 40 - Lillahi al-amru jam7 ‘an
e o0 3 IS A - Wallaha bikulli syai‘in ‘alim

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Iimu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia
tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah adalah kewajiaban suami terhadap istri dan anak-anaknya yang
diberikan dalam bentuk pangan, sadang, dan papan. Nafkah sudah menjadi
ketetapan Allah SWT untuk para suami. Suami diwajibkan memberikan nafkah
kepada para istri dan anak-anak kemudian kewajiban nafkah juga diteruskan
setelah perceraian sampai pada habisnya masa iddah.

Kewajiban suami menafkahi istri dalam masa perkawinan, nafkah
tersebut berupa nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir adalah pemberian suami
kepada istri dan anak-anaknya dalam bentuk kiswah (pakaian yang layak), dan
nafkah maskan (tempat tinggal), biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak.
Sedangkan nafkah batin adalah pemberian suami yang tidak dapat dilihat oleh
mata namun dapat dirasakan seperti menghormati, perhatian, menjaga dan
membimbing. Kewajiban suami ini dijelaskan berdasarkan firman Allah dalam

surat al-Bagarah : 233
s30T u.xs“; Lol 42 of 351 sl el s BAISH pamys S
W3, 3305 5Lad Y. \gath Y gl LISG Y . B gjaally ¢ }Msjd@.éb,a
s o o8 b 130 5L U3 o Slgll o5 okly 4 3405 %

% o1 72 1% aj/lbgb _T. OF % ~;°é /;? -~ TP PRTS. 1% S s s
13) (5Gke 7L 30 U3l 1aiand OF ol Oga gl 15 S j3Lsdy

i Oghexs & AT OF 1580875 AT 158515, Dasaally ohaits T Wil

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penubh,
bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah
menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang
ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita)
karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila
keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan
antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu
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ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa para orang tua wajib memberikan
nafkah kepada anak-anaknya. Dimana para ibu wajib menyusui anaknya selama
dua tahun penuh dan boleh kurang dari dua tahun, memberikan kasih sayang dan
merawat anak dengan baik, sedangkan kewajiban utama dari ayah adalah
memberi nafkah kepada istri dan anak yang berbentuk makanan, tempat tinggal,
dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.

Kehidpuan yang harmonis dan bahagia dalam pernikahan memang
menjadi impian banyak pasangan. Namun Rumah tangga yang harmonis sering
sekali berakhir dengan perceraian, proses perceraian dapat menjadi sangat sulit
dan menyakitkan, terutama jika terdapat anak dalam pernikahan tersebut. Masa
tunggu atau masa iddah setelah perceraian merupakan waktu yang penting untuk
meredakan emosi. Masa iddah juga memberi kesempatan untuk memperbaiki
diri serta hubungan antara suami dan istri.

Iddah berasal dari kata kerja adda-y« uddu yang artinya perhitungan atau
sesuatu yang dihitung®. Masa tunggu istri untuk melakukan perkawinan setelah
terjadinya perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk
mengetahui hamil atau tidaknya istri dan untuk masa berfikir suami apabila
ingin rujuk kembali. Dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-
Bagarah :228
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Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka(menunggu)
tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang

! Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia,( Jakarta : PT Raja Prafindo Persada, 2003),
him. 282.



diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah
dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada
mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan
mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai
kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

Dari ayat di atas, menjelaskan bahwa wanita yang ditalak, atau ditinggal

karena meninggal suaminya harus menahan diri menunggu selesai masa

iddahnya, untuk melangsungkan pernikahan yang baru. Untuk memastikan

bahwa wanita tersebut suci dan tidak sedang mengandung.

Hikmah disyariatkan iddah karena mayoritas fugaha berpendapat bahwa

semua iddah tidak lepas dari sebagian maslahat yang dicapai, yaitu sebagai
berikut:

1.
2.

Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab.

Memberikan kesempatan suami agar dapat intropeksi diri dan kembali
kepada isri yang dicerai.

Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenubhi
dan menghormati perasaan keluarganya.’

Macam-macam iddah yang mewajibkan mantan suami memberikan

kepada mantan istri sebagai berkut:

1.

Nafkah iddah talak adalah iddah yang disebabkan oleh jatuhnya talak
kepada perempuan (isrti). Ketika seorang suami menjatuhkan talak, sejak
itu istri sudah terhitung dalam masa iddah. Iddah talak terbagi mejadi
tiga macam:

a. Wanita yang telah dicampuri dan belum putus dalam masa haid,
masa iddahnya tiga kali suci (tiga kali haid atau tiga kali quru’).
Maka mantan istri harus menunggu sampai tiga kali suci tersebut.

b. Wanita yang dicampuri dan tidak haid, masa iddahnya adalah 3

bulan.

2 Abdul Aziz Muhammad, Figih Munakahat, (Jakarta:Amzah, 2019), him. 320.



c. Wanita yang tertalak dan belum digauli tidak wajib iddah. Namum,
jika istri ditalak karena suami meninggal dan belum sempat digauli
maka wajib baginya iddah selama empat bulan sepuluh hari.

2. Nafkah iddah dalam keadaan hamil , tidak ada perbedaan antara fugaha
bahwa wanita yang hamil jika dicerai suami karena talak, khulu atau
fasakh, baik wanita merdeka atau budak, maka iddahnya sampai
melahirkan kandunganya.* Karena iddah ini memiliki tanggung jawab
atas janin yang di kandung oleh mantan istri.

3. Nafkah istri dalam menyusui yaitu nafkah hadhanah (pemeliharaan anak)
adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz (belum
berakal) yang belum mencapai umur 12 tahun.

4. Mut’ah (pemberian) dari mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi
talak baik berupa uang atau benda lainnya.

5. Nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan yang wajib ditanggung oleh
ayah (mantan suami) terhadap anak yang belum cukup umur, dimana
jika anak laki-laki maka tanggung jawab ayah memberikan nafkah
sampai ia baligh, dan jika anak itu perempuan maka ayah bertanggung
jawab memberi nafkah sampai ia menikah.

6. Nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) adalah nafkah yang terdahulu
yang dilalaikan atau tidak diberikan oleh mantan suami kepada istrinya
sewaktu dalam masa pernikahan, misalnya belum terlunasinya mahar, ini
wajib dibayar oleh mantan suami.

Selama masa iddah, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah

iddah kepada mantan istrinya. Namun, jika suami tidak melaksankan kewajiban
tersebut, maka istri berhak mengajukan gugutan kepada suami dan memintak

haknya atas nafkah iddah tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam

¥ Ibid,. him.330

* Muhammad ad-Dusuqi, Al-Ahwal-Shakhsiyah Fil Madhabi Ash-Shafi’I,( Cairo : Darus
salam, 2011), him. 234



hukum Islam, yang menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah iddah
kepada istrinya selama iddah berlangsung. Sedangkan dalam masyarakat
Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah terdapat suami yang tidak
memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada istri. Selain
itu, suami juga mengabaikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-
anaknya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji tentang “
NAFKAH PEREMPUAN DALAM MASA PERCERAIAN DI KEC.
BINTANG KAB. ACEH TENGAH DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM.”
B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang Terdapat dalam Penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan nafkah dalam masa perceraian di Kecamatan

Bintang Kabupaten Aceh Tengah?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nafkah dalam masa
perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka yang Menjadi Tujuan
Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nafkah setelah perceraian di

Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nafkah
dalam masa perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah
D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang peneliti lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan
atau persamaan antara objek yang diteliti penulis dengan penelitian-penelitian
yang lain agar terhindar dari plagiasi. Berdasarkan kajian pustaka yang
dilakukan oleh peneliti sudah ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas

mengenai hak nafkah dalam perceraian.



Adapun peneliti melakukan review terdahulu yang meneliti terkait Hak
Nafkah Dalam Masa Perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah
Di Tinjau Menurut Hukum Islam sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Rasdianur, “Eksekusi Biaya Nafkah Anak
Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian”. Dalam skripsi ini di bahas di bahas
tentang hak nafkah anak pasca perceraian yaitu hak untuk mendapatkan nafkah
serta pemenuhan atas pendidikan anak yang menjadi kewajiban serta
tanggungjawab orang tua. Khususnya ayah yang berkerja sebagai PNS atau
perkerjaan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan
atau produk hukum formil lainnya terhadap kewajiban PNS yang bercerai,
proses pengeksekusian putusan Mahkamah Syar’iyah tentang nafkah anak PNS
pasca perceraian serta untuk mengetahui upaya hukum yang harus dilakukan
oleh mantan istri jika mantan suami tidak membayar nafkah.®

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dengan judul
“Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Anak (Studi Analisis Pendapat Imam
Syafi’1)”. Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Imam Syafi’i, seorang
ayah mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. la
menetapkan bahwa setiap ayah yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak
2 mudd (1360 gram gandum/beras), ayah yang kondisinya menengah 1,5 mudd
dan ayah yang tidak mampu wajib membayar nafkah 1 mud (675 gram
gandum/beras).”

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis oleh Nur Idayu Binti Abdul Rozak, “
Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah
Syariah Kota Bharu Kelantan)’” menjelaskan bagaimana cara untuk menuntut

tunggakan nafkah anak pasca perceraian kepada suami melalui mahkamah

® Rasdianur, Eksekusi Biaya Nafkah Anak PNS Pasca Perceraian, Fakultas Syariah dan
Hukum , Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2017.

" Uswatun Hasanah, Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Anak (Studi

Analisis Pendapat Imam Syafi’i), Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Walisongo,
(Semarang: IAIN Walisongo, 2016).



Syari’iyah, kemudian juga menjelaskan akibat hukum yang timbul jika mantan
suami enggan melaksanakan putusan hakim. ®

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis oleh Suci Nurindah, dengan judul
“Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS)” pada tahun 2019. Skripsi ini
menjelaskan mengenai hak nafkah iddah untuk istri yang mengajukan gugatan
perceraian dan landasan pertimbangan hakim untuk memberikan nafkah iddah
kepada istri yang dicerai dengan talak ba’in.

Selanjutnya, Skripsi yang dibuat oleh M. Zakirul Fuad, dengan judul
“Tuntutan Istri dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus pada Masyarakat
Pidie)” pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan mengenai apa saja yang
dituntut oleh penggugat dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyyah
Sigli serta pengetahuan masyarakat Pidie terhadap hak-hak istri pasca cerai
gugat.’

E. Penjelasan Istilah

1. Nafkah

Nafkah secara etimologis berarti perbuatan pemindahan dan
pengalihan sesuatu. Suatu yang dipindahkan atau yang dialihkan dan
dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Sedangkan menurut
terminologi bahwa nafkah adalah sebagai biaya yang wajib di keluarkan
seseorang terhadap suatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya
untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga seperti kebutuhan

sekunder seperti perabotan rumah tangga.*°

® Nur Idayu Binti Abdul Rozak, “Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak Pasca Perceraian
(Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan)”, (skripsi tidak dipublikasikan),
Fakultas Syari’ah, Institusi Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

® Zakirul Fuad, "Tuntutan Istri dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus pada
Masyarakat Pidie" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

10 Ahmad Rajafi, Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara, Jurnal
Al-lhkam, Vol. 13 NO. 1 Juni 2018. him, 102.



Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa arab yakni dari suku
kata anfaga-yanfiqu-infagan. Dalam kamus Arab-Indonesia, secara
etimologi kata nafkah diarttkan dengan “pembelanjaan”. Secara
terminologi, nafkah itu adalah sesuatu kewajiban yang wajib diberikan
berupa harta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga agar dapat bertahan
hidup.

2. Perceraian

Istilah perceraian dalam bahasa arab berasal dari kata farragahu,
tafrigan, tafrigatan, artinya mencerai-beraikan dan menjadikan terpisah.'
Perceraian juga disebut juga dengan thalag, thalaq berasal dari kata ithlag,
yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, thalaq
artinya melepaskan ikatan perkawinan dan bubarnya hubungan suami istri.*?
3. Hukum Islam

Hukum Islam secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab,
yaitu hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi
hukman. Lafadz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak al-
ahkam. Berdasarkan akar kata hukama tersebut kemudian muncul kata al-
hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Makna mencegah atau menolak
juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata
hukama yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah
penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya. Hukum islam di Indonesia ia
menyebutkan bahwa  “hakama  bimakna qodho walfasal”  yaitu

memutusakan, menetapkan,dan menyelesaikan setiap masalah.*®

"' Endra Muhadi, Aspek-aspak Maqasid Aasy-Syari’ah dalam Penetapan Alasan-alasan

pada PP No 9 Tahun 1975 dan kompilasi hukum islam, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019),

him

185.

him

. 50.

12 Mustafo Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), him.

 Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Lampung : Lintang Rasi Aksara Books, 2016),

.1-2.



Muhammdah Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang
berasal dari lafadz Arab yang bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukar,
pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia
dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan Islam bermakna sebagai sebuah
ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan
tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan
membenarkan kekuasaan Allah.**

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berapa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu
sendiri.” Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak
diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Menurut
Sukmadinata, penelitian kualitatif ‘adalah pendekatan penelitian yang
digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa,
aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi dan individu atau kelompok.
Metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah
wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

2. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan
data langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat
mengenai sobjek yang akan diteliti.

Disini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data tertulis

! Rohidin, Pengantar Hukum Islam..., him. 2.

15 Arif Furchan, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Usaha Nasional,
1992), him. 21.
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atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.’® Maka peran
peneliti di dalam metode penelitian kualitatif ini sangat penting
kedudukannya. Karena peneliti kualitatif dimulai dengan ide-ide yang
dinyatakan dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan nantinya yang akan
menentukan metode pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya.
3. Sumber Data
Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun
sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Data primer
Data primer atau data asli yaitu data yang diperoleh langsung dari
sumbernya. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil
dokumentasi dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan mengenai
hak nafkah dalam masa perceraian.
b. Data sekunder
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan
kepustakaan atau data data yang bersumber secara tidak langsung dengan
responden yang diteliti dan merupakan data pendukung bagi penelitian.
Pada data ini peneliti berusaha mencari dan mengambil data dari sumber
lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian, seperti buku-buku,
skripsi, jurnal, tesis, artikel dan sumber lainnya yang berkenaan dengan
masalah yang akan dikaji."’
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang dilakukan setelah
peneliti  membangun pemahaman tentang konstribusi penelitian dan
menjelaskan tentang dukungan literatur pada aspek penelitian yang diamati.

Pada penelitian ini peneliti mengunakan teknik pengumpulan data berupa:

'® Samiudin, Cara Mudah Menyusun Proposal Skripsi : Jurnal Study Islam, Vol.13 No. 2
( Desember 2018), him 17-18.

7 Wahidmurni, Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif , Repository UIN Malang,
(Diakses pada 13 September 2022).
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a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan untuk melihat bagaimana
dampak dari tindakan terhadap sasaran penelitian. Adapun proses
pengamatan dilakukan dengan mencatat hal-hal terkait dengan masalah
nafkah dalam masa perceraian di Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah di
Tinjau Menurut Hukum Islam. Observasi yang dilakukan penelitian
disini adalah observasi non partisipasi, yaitu peneliti tidak ikut terjun
langsung dalam kegiatan yang diamati tetapi mencatat apa saja yang
terkait dengan masalah tersebut.
b.  Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview)
yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.'® Adapun
penulis mewawancarai 9 responden, vyaitu 5 istri, 1 suami, 2 Reje
Kampung dan 1 Imem Kampung.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti
menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur
adalah wawancara yang yang pertanyaan yang mengarahkan jawaban
dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Jadi pewawancara sudah
menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai
nafkah perempuan dalam masa perceraian ( di Kecamatan Bintang
Kabupaten Aceh Tengah di tinjau menurut Hukum Islam).

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggumpulkan data-data berserta
fakta-fakta yang ada di lapangan yang berupa dokumentasi.
Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data

8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2007), him. 186.
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dan informasi dalam bentuk catatan, buku, arsip, dokumen, foto, laporan,
serta keterangan yang dapat mendukung peneliti.*®
5. Objektivitas dan Validitas Data
Obijektivitas data adalah ketidakberpihakan dan ketidaktergantungan
data pada pandangan atau sikap subjek penelitian. Validitas data adalah
sejauh mana data yang diperoleh dari objek penelitian sesuai dengan realitas
yang ada. Kedua hal ini sangat penting dalam penelitian karena dapat
menjamin keabsahan dan keandalan hasil penelitian.’ Dalam penelitian ini,
validitas data akan terjamin melalui teknik pengumpulan data yang akurat,
seperti wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan secara langsung
oleh peneliti terkait nafkah perempuan dalam masa perceraian (di Kec.
Bintang Kab. Aceh Tengah di tinjau menurut hukum Islam).
a. Teknik Analisi Data
Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa
melakukan kajian atau telah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu
dengan teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya. Teknik analisis
data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau
berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan
teknik analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif, pada penelitian
kualitatif penelitian mendapatkan data dari banyak sumber dan
menggunakan banyak metode, proses pengumpulan data dalam teknik
analisi data kualitatif meliputi catatan, tinjauan pustaka, wawancara,

survei atau observasi.?

9 1bid.,

20 vati Afiyanti, Validitas dan Rehabilitas Dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal
Keperawatan Indonesia, Vol 12, No 2 (Juli 2008),him 140.

2! Rukin , Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Surabaya: CV Jakad Media
Publishing, 2019), him. 43-44.



13

b. Pedoman penulisan
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku pedoman
penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas

Syari’ah dan Hukum UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada

Tahun 2019 sebagai acuan teknis penulisan. Dan dalam menerjemahkan

ayat-ayat penulis berpedoman pada al-Qur’an hadis dan terjemahan

departemen agama.
G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, terdapat empat bab yang membentuk sistematika
penulisan. Sistematika penulisan ini dibuat agar pembaca dapat memahami
penelitian secara global dan jelas. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu, membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian,
dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai tinjauan umum nafkah perempuan
dalam masa perceraian yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum nafkah.
Pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian. Hak nafkah masa iddah,
yang terbagi dari nafkah iddah talag, nafkah iddah hamil, nafkah iddah
menyusui, nafkah iddah madiyah, dan nafkah pemeliharaan anak.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian.
Pada bab ini, penulis pemberikan terkait dengan gambaran umum Kecamatan
Bintang Kabupaten Aceh Tengah, pelaksanaan tanggung jawab nafkah dalam
masa perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, dan
pandangan hukum Islam terhadap nafkah dalam masa perceraian di Kecamatan
Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

Bab keempat, merupakan bab terakhir yang membahas tentang
kesimpulan dan saran. Pada bab ini, penulis memberikan ringkasan dari hasil
penelitian yang telah dilakukan dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan-

temuan yang diperoleh. Selanjutnya, penulis memberikan saran-saran yang
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dapat dijadikan masukan untuk peneliti selanjutnya terkait dengan topik
penelitian yang sama.

AR-RANIRY




BAB DUA

TINJAUAN UMUM NAFKAH DALAM MASA PERCERAIAN

A

Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah
1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab nafaga-yunfiqu-nafagatan
yang berarti ikhraj yaitu mengeluarkan atau membelanjakan, kata ini tidak
digunakan kecuali untuk yang baik saja. Nafkah juga diartikan sebagai
barang yang dibelanjakan, menafkahkan, rezeki, belanja buat makan
hidup.?

Menurut disertasi Dr. Jamhuri, MA dapat dipahami bahwa dalam
definisi tersebut terdapat unsur adaanya seseorang yang mengeluarkan harta
kekayaan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang
lain. Orang yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan untuk
dirinya dan orang lain, sebagaimana disebutkan pastinya orang yang
memiiki harta. Di samping itu dia mempunyai kemampuan (kewewenangan
atau ahliyah) untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang menjadi
tanggungjawabnya. Sedangkan orang yang berhak terhadapa harta pastilah
orang yang tidak memiliki harta dan mempuyai kemampuan untuk mencari
tetapi dia bukanlah orang yang dilekati hukum wajib untuk memberi
nafkah. Karena dalam hukum orang yang mempunyai posisi sebagai orang
yang berhak terhadap nafkah maka ia tidak mempunyai kewajiban,
sedangkan seharusnya dalam masalah nafkah mereka yang mempunyai hak

dapat saja mempunyai kewajiban.?®

%2 |bnu mandur, Lisan al-Arab, jilid. 4 (Bairut: Dar al-Fikr, 1999), him. 820.
2 Jamhuri, Kewajiban Nafkah dalam Figh (Analisis Tanggung Jawab Perempuan

Dewasa dalam Menafkahi Dirinya), Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022. him. 48-

49.

15
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Secara bahasa, an-nafagat adalah bentuk jamak dari kata nafagah,
kata kerja yang dibendakan (mashdar) al-infaq, yaitu memberikan sesuatu
secara baik demi mengharap ridha Allah SWT. Nafkah dibagi menjadi dua:

a. Memprioritaskan nafkah untuk diri sendiri. Sabda Nabi Muhammad

Saw, “Mulailah dari dirimu sendiri kemudian orang sekitarmu. 24

b. Bernafkahlah kepada orang lain. Poin ini disebabkan oleh 3 faktor:

(1) hubungan pernikahan, (2) hubungan kekerabatan, dan (3)

hubungan  kepemilikan, di antaranya kewajiban memberi makan

kepada hewan ternak.?

Nafkah berasal dari kata anfaga yang mengandung arti berkurang,
bila seseorang dikatakan memberikan nafagah membuat harta yang
dimilikinya menjadi sedikit karena telah diberikan untuk kepentingan orang

lain. Menurut bahasa, nafkah berasal dari iis (nafagah, nafaqat), yang

artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti duit. Dalam Kamus Al-

Munawwir, s Ji artinya biaya, belanja. Sedangkan menurut tata bahasa

Indonesia, kata “nafkah” memiliki arti” pengeluaran”. Nafkah dalam kamus
istilah  fikih didefinisikan = sebagai pengeluaran seseorang berupa
pembekalan pemberian seseorang berupa makanan, pakaian ataupun
ketentraman atau kesenangan hidup kepada seseorang disebabkan karena
perkawinan, kekeluargaan dan kepemilikan (budak) sesuai dengan
kemampuan.*®

Para fugaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib
dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam

tanggungannya, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan

** Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’l, (Jakarta: Darul Fikr Bairut, 2010), him. 41.
25 R
Ibid.

% Finta Fajar Fadillah, Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H)
(Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy), Jurnal HK, Hukum Keluarga (S2) Pascasarjana Uin
Suska Riau Pekanbaru.
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papan. Ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki.
Pertimbangan dalam figh terkait nafkah istri yang bekerja, sangat erat
dengan izin dan keridhaan suami. Artinya jika suami memberi izin
untuknya bekerja maka hal itu tidaklah menggugurkan kewajiban suami
memberi nafkah kepadanya. Namun, jika istri berkerja tanpa ridha suami,
maka suami dapat menolak memberikan nafkah. Namun jika istri berkerja
dengan ridha suami, maka suami tetap harus memberikan nafkah kepada
istri.”’

Berdasakan uraian di atas bahwa nafkah terhadap istri itu wajib yang
harus dipenuhi oleh suami baik istri tersebut bekerja maupun tidak, karena
tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sebab istri bekerja maka akan gugur
nafkahnya. Namun jika istri ridha dan tidak memaksa suaminya untuk
menafkahinya setiap hari, maka suami tidak berdosa. Namun, kewajiban
suami tetap berlaku untuk memberikan nafkah kepada istri, karena suami
adalah kepala keluarga yang harus bertanggung jawab dalam melindungi
dan menafkahi keluarga, termasuk untuk istri yang memiliki penghasilan
sendiri.

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk
belanja, pakaian adalah wajib. Kewajiban ini bukan disebabkan oleh karena
istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang
timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri. %

a. Dasar Hukum Nafkah Dalam al-Qur’an
Berdasarkan Q.S al-Bagarah (2) : 233

1 e 1 G o T s s o F o< F ol (& ote. & ,/102 ° o A Lipite.
sesall Jes. ol 32 0F 351 sa)Lcdlel (lzs BANG panst LWyl
A5 el ¥ e gty ) i GlSS Y Bgpaall (55055 5435 A

[ » 23ad

p
g

!

s

%" Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, Jurnal Studi Hukum
Islam, Vol. 1, No. 2, 2014, him. 163.

%8 Husni Puaddi, Konsep Nafkah Keluarga Islam, (Jakarta: Guepedia, 2020), him. 33
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s o o8 b 1351 5. 0U5 i Sgll o5 0y 4 345 %
P s - e stz A p P L.
13 fSGAE #U8 M QST 3a3and OF £33 015, Legale FU S (3LES3
i Ogland G AT 51 151815 &1 148515, B yaddly Wi B il
Dan ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh,
bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah
menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang
ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita)
karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila
keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan
antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu
ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan."

Ayat ini berbentuk khabar, ulama memehami bentuk khabar
disini berbentuk amr, yaitu amar istihbab dan amar ijabah. Sehingga
dipahami oleh sebagian ulama bahwa ibu menyusui anakanya dalam
masa perkawinan dan setelah cerai adalah wajib dan sebagian
mengatakan sunat. Jika dikembalikan kepada makna dasar sebagai
bentuk khabar maka hukumnya adalah ibahah, artinya ibu boleh
menyusui anaknya setelah terjadinya perceraian dan juga boleh tidak
menyusui.”®

Bila ibu menyusui anaknya setelah perceraian selama dua tahun
penuh maka ayah wajib memberi nafkah dan pakaian kepada istri secara
patut/kifayah (sesuai dengan kemampuan suami dan juga disesuaikan
dengan kebutuhan istri), jika ibu menyusui anaknya tidak sampai waktu
dua tahun maka bartas wajib nafkah yang diberikan kepada ibu dari anak

sebatas itu saja. Bila keduanya bermusyawarah untuk menyapih anaknya

?® Jamhuri, Kewajiban Nafkah dalam Figih.., him. 52
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dibolehkan, demikian juga bila ayah ingin orang lain yang menyusui

anaknya, maka tidak berdosa. *°

b. Dasar Hukum Nafkah Menurut Hadis
Dalam bab nafkah dalam hadis al-Hakim bin Muawiyah al-

Qusyairy menjelaskan bahwa:
P B P Nos. o ° 4 Y ,o/,:“.g “ - o o .
Busi 4535 35 gl J3op 6 186 1 JU 4l 18 (Lopidll Bglas o WS
A a5 Y E5e (CaniST 13) 1Sy (Cdhab 131 ank$ &1 : J6 cale

G4 2

el srhe 1y Lo 2 Y
Al-Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata, “aku
bertanya, wahai Rasullulah, apakah hak istri salah seorang di antara
kami? Beliau menjawab, engkau memberikan makan jika engkau
memberinya makan jika engkau makan dan memberinya pakaian jika
engkau berpakaian. ”

Selanjutnya dalam hadis riwayat Ath-thabrani yang memaknai

bahwa menafkahi keluarga termasuk shadagah :
Bl sgd dal o o J) aisil b ol g ade i) Lo JB U3

Jmh 01y st G ) g el 3 3
Rasullulah Saw bersabda, Nafkah yang diberikan seorang kepada rumah
tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi
ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukan ke dalam mulut
keluarganya. (HR Muttafaq Alaih)*

Dari hadis di atas diterangkan bahwa tentang kewajiban suami
terhadap istrinya serta tanggungan dosa yang diterima oleh suami apabila
melalaikan dalam memberi nafkah terhadap keluarganya. Dan kewajiban
suami menyampaikan pemberian berupa :

1) memberikan nafkah baik berupa pakaian, pangan serta papan.

2) tidak menyakiti istri seperti, tidak memukul paras istrinya.

3) menyampaikan nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan istrinya.

% Jamhuri, Kewajiban Nafkah dalam Figih.., him.45

*! Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum, (Jakarta: Gema
Insani, 2013), him. 505

32 1bid.
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c. Dasar Hukum Nafkah Menurut [jma’

Para fugaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas
diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan
nusyuz. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang kecil yang
belum siap digauli. Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab
yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang
sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu
digauli maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu
masih Kkecil hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri
seperti ini tidak berhak atas nafkah.®

Kewajiban suami dalam menyampaikan nafkah terhadap istri telah
disepakati oleh para ulama, bahwa perempuan itu terkekang/terikat oleh
pernikahan dan menjadi hak suaminya. dia dilarang untuk bekerja, untuk
memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya. Ibnu Qudamah
mengatakan : para pakar ilmu setuju wacana kewajiban suami membiayai
istri-istrinya bila telah baligh, kecuali istri itu berbuat durhaka. Ibnu Munzir
berkata istri yang durhaka boleh dipukul menjadi pelajaran. wanita adalah
orang yang tertahan ditangan suaminya. beliau sudah menahan buat
berpergian dan bekerja, sebab itu beliau berkewajiban untuk menyampaikan
belanja kepadanya.*

d. Dasar Hukum Nafkah Menurut Undang-Undang

Pada pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
disebutkan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas

istri. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa

% Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu, (Suriah: Dar Al-Fikr Bi
Damsyiq, 2002), him. 7348.

% Sayyid Sabiqg, Figh Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), hlm. 75.
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diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak tersebut
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII.
B. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian
1. Pengertian Perceraian
Perceraian dalam istilah ahli figih disebut talak atau furgah yaitu
membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furgah artinya
bercerai. Kedua kata tersebut di pakai oleh para ahli figih sebagai suatu
istilah yang berarti bercerai antara suami istri. Sedangkan menurut hukum
Islam, talak dapat berarti:
a. Menghilangkan  ikatan  perkawinan  atau  mengurangi
ketertarikannya dengan menggunkan ucapan tertentu.
b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami
istri.
c. Melepasan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau dengan
sepadan dengan itu.*®
Talak dalam bahasa artinya melepaskan, menurut istilah talag
artinya melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*
Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah
atau putus.®’ Istilah cerai termuat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa:
Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan
pengadilan. Islam telah menetapkan diperbolehkannya perceraian.

3 Zuhri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Perkawinan di Indonesia,
(YYogyakarta: Bina Cipta, 1988), him. 73.

% Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indnesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hIm. 163.

%" Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indnesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hIm. 163.
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Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talag dengan
upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.®
Islam menetapkan bahwa talak adalah hak keseluruhan yang ada di dalam
jari-jari suami. Akibatnya sejalan dengan pandangan fikih klasik, suami juga
boleh memberikan talak kepada istrinya.*

Talag dapat dibagi menjadi dua, yaitu talag raj’i dan talag ba’in .
talag raj’i dimana perempuan yang sudah ditalag masih bisa rujuk (kembali)
kepada pernikahan semula selama masa iddah tanpa harus adanya akad dan
mahar yang baru. Talaq raj’i menurut Hanafiah tidak menghilangkan ikatan
perkawinan dan tidak menghilangkan kepemilikan, karena halal bagi suami
untuk melakukan hubungan suami istrinya selama masa iddah. Dan setelah
selesai talag yang kedua maka ditetapkan dengan talag ba’in. talaq ba’in
adalah hilangnya hak ruju’ suami terhadap istri kecuali dengan izin istri
dengan akad dan mahar yang baru, ini dinamakan dengan talaq ba’in sugra,
atau menikahi istri dengan laki-laki, setalah melakukan dukhul maka terjadi
talaq selesai masa iddah.*

Para ulama mazhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah
kepada istri dengan syarat-syarat yang akan dikemukakan, dan juga nafkah
untuk wanita yang ditalak raj’i, serta tidak adanya nafkah atas wanita yang
wanita yang menjalani iddah karena ditinggal mati suaminya, baik dalam
keadaan mengandung atau tidak. **

Mazhab Maliki dan Syafi’i, berpendapata bahwa, wanita yang di
tinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah berupa tempat tinggal
semata. Selanjutnya Syafi’i mengatakan bahwa, apa bila seorang wanita jika

wanita tersebut tidak hamil, dia hanya berhak atas nafkah berupa tempat

% Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT Alma’ri, 1980), hlm.7.
¥ Ibid. him. 579.
“0Jamhuri, Kewajiban Nafkah dalam Figih..., him. 153.

* Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab: Ja fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,
Hambali, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), him. 401.
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tinggal, tapi bila sedang hamil dia berhak atas nafkah dalam segala bentuk.
Haknya atas nafkah tidak menjadi gugur dengan keluarnya dia dari rumah
iddah, sebab nafkah tersebut diperutangkan bagi bayi yang dikandung, dan
bukan untuk wanita yang mengandungnya.*?

Hanafi mengatakan, apabila wanita yang beriddah tersebut dalam
keadaan talak raj’i dan suami yang menyeraikannya itu meninggal dunia
ketika ia menjalankan iddahnya, maka iddahnya beralih ke iddah wafat, dan
kewajiaban atas nafkah menjadi terputus, kecuali bila wanita itu dimintak
untuk menjadi nafkahnya sebagai hutang (atas suami) yang betul
dilaksanakannya. Dalam kondisi serupa ini, nafkah tidak gugur.*®

Mazhab Syafi’i dan hambali dan Imamiyah, wanita tersebut tidak
berhak atas nafkah bila dia tidak mengandung, tetapi berhak atasnya jika ia
hamil. Tetapi syafi’i mengatakan bahwa, jika wanita tersebut keluar dari
rumah tanpa adanya kebutuhan (yang tak terhindarkan), maka gugurlah hak
nafkah tersebut. Para ulama sepakat istri yang melakukan nusyuz tidak
berhak atas nafkah.**

2. Dasar Hukum Nafkah dalam Perceraian

Ayat al-Quran yang membahas dan menunjukkan sulitnya

perceraian. Sebagaimana firman Allah SWT, surah al- Baqarah ayat 229:
Q 15436 0f o33 44 ‘ﬁﬂu....,u 25 3 Bgias Jmuw % ikt
o A 35l L VT pks DB 3508 L VT8 of ) Ga 2a5im:
9o 38 a5 < glins Y AT 55 i,y BAGT L2 \.o.@-«kv C‘*’
i ;.a eJ.J ,iu
Talaqg (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan

cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal
bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan

“2 1bid, him. 402.
“ bid.
* Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab.., him.402.
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kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya
(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak
ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk
menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu
melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah
mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Ayat ini menjelaskan tentang hukum talaq, yaitu perceraian dalam

agama Islam. Dalam surat ini memperbolehkan menceraikan istrinya
sebanyak dua kali, suami harus menahan diri dan berusaha untuk
memperbaiki hubungannya dengan istri, atau membebaskan istrinya dengan
cara yang baik. Jika suami menceraikan istri untuk kedua kalinya maka
mereka masih bisa berdamai.

Memberi nafkah merupakan salah satu kewajiban yang pasti
berdasarkan hukum Islam, hal ini sebagaimana desebutkan dalam surah al-

Talak [65] : 6

gl 8 0 etle gk ﬁﬁiﬁw‘ﬁjpﬁwwm&w h Sl
fapels Sahes| & yuvﬁu&p)wud@m e ;,éiu\,muy
‘_;}'»\ A cia’,.w’ g}:..w )3 Jj}sﬁ; (,S.w:,
Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang
sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian mereka menyusukan
(anak-anakmu)m aka berikan = imbalannya kepada mereka; dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan
jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan

(anak itu) untuknya.
Ayat di atas, menjelaskan bahwa kewajiban suami (ayah)
memberikan nafkah setelah perceraian untuk para istri seperti makan dan
pakaian kepada para ibu (istri) dan anaknya dengan cara yang ma’ruf atau

patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar

kesanggupannya”.
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Dasar hukum lain tentang nafkah juga tercantum dalam surah al-
Thalaq: 7

'}I f.“‘\' 9\.5‘_9,0.“.0,4.9)) ).\9 ‘fjgéww‘\andj)w
1l b das AT fase AR TR <
{.w.a Jaz»w\.@..a; ! u.;gg.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuan-
nya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah
dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan
beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan.”

Ayat di atas, menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban
menafkahi istri yang di talag dan anaknya sesuai kemampuan. Jika suami
yang rezekinya sempit hendaklah dia memberikan nafkah sesuai
kemampuannya, Allah tidak membebani seseorang melaikan sesuai

dengan rezeki yang telah dia berikan.

C. Nafkah dalam Masa Iddah

Telah diketahui bersama bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban yang
harus dipenuhi oleh suami yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya.
Pemberian nafkah dari suami kepada istri juga merupakan salah satu akibat yang
timbul dari putusnya tali perkawinan akibat perceraian. Seorang suami telah
menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah, hal ini sesuai dengan KHI Pasal
149 yaitu:*

Bagaimana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberi mut’ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau

benda, kecuali bekas istri tersebut gabla al dukhul.

** Syaiful Annas, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara
Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), Jurnal al-Ahwal asy-
Syasiyah, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, him. 9-10.
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b. Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam
masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz
dan dalam keadaan tidak hamil.

c. Melunasi mahar yang masih terhitung seluruhnya, dan separuh
apabila gabla al dukhul.

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum umur
21 tahun.

Masa iddah adalah masa menunggu seorang istri apakah ia di rujuk
kembali oleh suami atau tetap dibiarkan. Dalam masa iddah ini suami
berkewajiban memberikan nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah Talak

Menurut Pasal 114 KHI putusnya perkawinan yang di sebabkan
karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan
perceraian. Pasal 117 menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami di
hadapan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang menjadi
salah satu sebab putusnya perkawinan. Apabila wanita yang ditalak atau
difasakh tidak dalam keadaan hamil, dan dia termasuk wanita yang subur,
dia menjalani iddah selama tiga kali quru’ (masa suci), surat al-Bagarah [2]:
228).

-
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Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu)
tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang
diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah
dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada
mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan
mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai
kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."
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Apabila suami mengtalak istrinya dalam keadaan suci dan
kemudian si istri haid, masa iddahnya habis setelah menjalani dua masa suci
yang lain dan mulai masuk haid ke tiga. Apabila suami menalak istrinya
dalam kondisi haid dia mesti menjalani iddah selama tiga suci yang
sempurna, iddahnya selesai begitu haid keempat habis.* Dalil yang
menyatakan bahwa quru’ berarti masa suci adalah hadis riwayat Umar, Ali,
Aisyah dan sahabat lainnya, yang diperkuat firman Allah SWT.

Hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar),” (Q.S ath-Thalaqg [65]: 1).
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Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu)
tiga kali quru’. Tidak bpleh bagi mereka menyembunyikan apa yang
diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman lebih berhak
kembali kepada mereka dalam dalam (masa) itu jika mereka
menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak
keseimbangan dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi
para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah maha perkasa,
maha bijaksana.

Menceraikan istri dalam keadaan haid hukumnya haram. Karenanya,
perceraian tersebut boleh dilakukan pada masa suci. Kata quru’ berasal
dara kata jam u (mengumpulkan). Makna ini terwakili dalam Kkata
“persucian” yang tentunya lebih tepat dari kata haid.*’

2. Nafkah Iddah Hamil

Dalam hukum Islam, jika seorang suami mengtalak istri yang sedang
hamil, maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada
istri dan anak yang di kandungnya sehingga proses persalinan selesai. Hal

ini diatur dalam al-Qur’an yang menegaskan bahwa suami memiliki

*® Wahbah Zuhaili, Al-Fighu Asy-Syafi’I Al-Muyassar..,hlm. 1
* Wahbah Zuhaili, Al-Fighu Asy-Syafi’I Al-Muyassar.., him 1.
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kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Yang
dijekaskan dalam surat ath-Talaq ayat 6:
/:1 ’l/i“w’} :ﬁj}tﬂj‘ﬁj;&j& ; w ‘i}} ,‘
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Tempatkan mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempetkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang ditalak)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai
mereka melahirkan, kemudian jika menyusukan (anak-anakmu) maka
berikanlah imbalannyakepada mereka, dan musyawarahlah di antara
akmu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan
maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa, jika suami mentalak istrinya
dalam keadaan hamil, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri
sampai istri melahirkan, dan jika istri menyusui anak tersebut maka
kewajiban suami sampai hingga proses menyusui selesai. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa suami tetap memiliki kewajiban untuk
memberikan nafkah kepada istri yang sedang hamil bahkan jika sudah
menalaknya. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka ia
dapat dikenakan sanksi hukum dari Allah SWT.

3. Nafkah Iddah Menyusui
Kewajiban suami menanggung nafkah istri dalam keadaan manyusui

yang dijelaskan dalam surat al-Bagarah ayat 233
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Dan ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh,
bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah
menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang
ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita)
karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila
keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan
antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu
ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan

Ayat ini berbentuk khabar, ulama memahami bentuk khabar disini

dimaknai dengan amr, yaitu amar istihbab dan amar ijabah. Sehingga
dipahami oleh sebagian ulama bahwa ibu menyusui anaknya dalam masa
perkawinan dan setelah perceraian adalah wajib dan sebagian mengatakan
sunat. Jika dikembalikan kepada makna dasar sebagai bentuk khabar maka
hukumnya adalah ibahah, artinya ibu boleh menyusui anaknya setelah
terjadi perceraian dan boleh tidak menyusui. Bila ibu menyusui anaknya
setelah perceraian selama dua tahun penuh maka ayah wajib memberi nafkah
dan pakaian kepada istri secara patut. Jika ibu menyusui anaknya tidak
sampek dua tahun maka batasan wajib nafkah yang diberikan kepada ibu
sebatas itu saja.*®

Menurut Ibnu Katsir bahwa hendaknya orang tua dari seorang bayi
memberikan nafkah kepada bayinya sesuai dengan kemampuannya. Nafkah
merupakan pendapatan suami yang diberikan kepada istri untuk memenuhi
kebutuhan seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Selain itu,
kewajiban nafkah suami kepada keluarganya tidak akan gugur meskipun

suami dalam kesempitan. °

*® Jamhuri, Kewajiban Nafkah dalam Figih.., him. 151.

* Hajrasmawati, Nafkah Perempuan yang di Talak Sedang Menyusui, (Makasar:
Skripsi, 2018), him. 39.
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Ulama tafsir, ulama hadis dan ulama figih mamahami makna ayat

tersebut secara zahir, artinya mereka memahami makna potongan ayat:
Syl b 5855055 548y, 4 2330 Jeg sebagai kewajiban suami dalam

menafkahi para istri dan anak-anak dalam bentuk nafkah makanan dan
pakaian, baik dalam masa ikatan perkawinan dan setelah terjadinya
perceraian.”

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban
orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika
perkawinan mereka gagal karena perceraian. Meskipun pemeliharaan anak
setelah telah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya
pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, tanggung jawab
ayah tidak akan hilang karena terjadi perceraian, sebagaimana yang di telah
jelaskan pada ayat di atas.

4. Nafkah Iddah Mut’ah

Mut’ah diambil dari kata al-mataa’ adalah nama barang menurut
tradisi. Karena untuk mewajibkan pakaian memiliki penilaian dalam asal
syariat, yaitu pakaian yang diwajibkan untuk istri pada saat berlangsungnya
pernikahan dan di saat masa iddah. Yang dimaksud disini adalah, pakaian
atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan yang
melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi
perempuan bersedih untuk menghibur hati si perempuan, dan untuk
menganti rasa sakit akibat perpisahan.®*

Pasal 149 KHI menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan
karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut’ah yang layak

kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut

*® Jamhuri, Kewajiban Nafkah dalam Figih (Analisis Tanggung Jawab Perempuan
Dewasa dalam Menafkahi Dirinya), Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bahasa
Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1998), him. 151.

5! Wahbah az- Zuhaili, Figih Islam, (Jakarta: Gema lIsani, 2011), him. 289.
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gabla al dukhul. Sedangkan pasal 158 KHI menyebutkan bahwa selain
syarat yang tertera pada pasal 148, syarat mut’ah wajib diberikan oleh
mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri tersebutdan
perceraian itu kehendak suami atau cerai talak.

Mazhab Syafi’i mengartikannya sebagai, harta yang wajib dibayar
olen suami untuk istrinya yang dia ceraikan dalam kehidupan dengan
perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama. Mazhab maliki
mengartikanya sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraiakan, ketika
terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya
harta si suami.”® Jika suami istri saling bersengketa mengenai kadarnya,
gadhi menilai dengan hasil ijtihadnya sesuai dengan kemapuan suami. Yang
dikatakan mazhab Hanafi, yang berupa kaya, miskin, nasab, dan sifat.

Berdasarkan firman Allah SWT Q.S Al-Bagarah: 236
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Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang
belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan
hendaklah kamu beri mereka mut’ah bagi yang mampu menurut
kemampuannya dan baginya yang tidak mampu menurut

kesanggupannya, yaitu memberikan dengan cara yang patut yang
merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

5.Nafkah Madhiyah

Nafkah madhiyah (lampau), merupakan nafkah terdahulu yang
belum atau tidak di tunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri
sewaktu masih terikat perkawinan yang sah. Dan oleh karena hal sebagai

seorang suami memiliki kewajiban untuk nafkah madhiyah yang menjadi

52 |bid, him. 285.
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nafkah yang belum ditunaikan oleh suami dalam kurun waktu tiga bulan atau
lebih dan dapat dijadikan sebagai nafkah terutang.>®

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 bulan
atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian
nafkah terutang dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan
gugatan nafkah madhiyah atau nafkah lampau/terutang. >* Apabila suami
tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya
maka akan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk di lunasi dikemudian
hari. Di jelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a menerangkan bahwa
“sesuai dengan penghasilan suami menanggung, nafkah kiswah dan tempat
kediaman bagi istri”. Pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah
ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja
nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang
tidak boleh dilalaikan.”
6. Hak Nafkah Memelihara Anak

Nafkah pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan
hadhanah. Hadhanah menurut bahasa berarti meletakan sesuatu dekat tulang
rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakan
anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan
memelihara anaknya. Sedangkan menurut istilah hadhanah berarti
“pendidikan dan memelihara anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri
sendiri mengurus dirinya.”®

Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga

anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Pasal 80 Ayat 4

53 Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itshat Nikah, (Makasar: Humanitis Genius,
2020), him. 51.

> Sisca Hadi Velawati, Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai, Journal Article , Jurnal
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 29, 2015, him. 7.

> |bid.

% Abdul Rahman Ghozali, figih munagahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), him 175.
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Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga dimana di dalamnya
termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh
ayah. Begitu pula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan
bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun
setalah perceraian tetap menjadi tanggunjawab seorang suami. Semua biaya
hadhanah menjadi tanggungan ayah berdasarkan kemampuannya, sekurang-
kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya
sendiri. Mantan istri juga berhak atas hak pemeliharaan anak atau hadhanah
bagi anak yang belum berusia 12 tahun.>’

Jangka waktu mengasuh anak terus berlangsung sampai, anak laki-
laki baligh, dan sampai anak perempuan menikah. Namun, jika istri berpisah
dengan suaminya, lalu ibu atau wanita lainnya yang memelihara anaknya
tersebut, maka jangka mengasuh bagi anak perempuan selama tujuh tahun
saja. Kemudian, pengasuhannya berpindah kepada pihak ayahnya, karena
dia lebih berhak untuk mengasuhnya dari semua perempuan yang
mengasuhnya setelah anak itu mencapai usia tujuh tahun.>® Demikian juga,
jika anak tersebut adalah seorang laki-laki dan telah mencapai usia 7 tahun,
maka dia diberikan pilihan untuk mengikuti ibunya atau ayahnya. Namun
jika anak itu belum memilih salah satu dari kedua orang tuanya maka kedua

orang tunya melakukan kesepakatan untuk kebaikan anak-anaknya. *°

*’Nandang Ihwanudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama,
Jurnal Abliga , Vol. 10, No. 1, Juni 2016, him. 60-61.

%% Abu Bakar Jabar Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim Pedomen Hidup Ideal Seorang Muslim,
(Surakarta: Insan Kamil, 2008), him. 782.

% 1bid.



BAB TIGA
PELAKSANAAN NAFKAH IDDAH DALAM MASA
PERCERAIAN DI KECAMATAN BINTANG KABUPATEN
ACEH TENGAH

A. Gambaran Lokasi Penelitian dan Geografi Kecamatan Bintang

Kabupaten Aceh Tengah

Aceh Tengah berdiri tanggal 14 April 1948 berdasarkan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai Kebupaten pada
tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956.
Letak geografi yang sulitnya transportasi dan didukung aspirasi masyarakat,
akhirnya pada pada tahun 1974 Kebupaten Aceh Tengah dimekarkan menjadi
Kebupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara melalui Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1974. Kemudian pada 7 Januari 2004, Kebupaten Aceh Tengah kembali
pemekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003. Kabupaten Aceh Tengah tetap
beibukota di Takengon.®°
Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi dengan ketinggian

antara 200-2600 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 4° 10" 33" -
5°57' 50" Lintang Utara dan di antara 95°15' 40" - 97° 20' 25" Bujur Timur.
Wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah berupa daratan seluas 4.454,04 kmz2.
Adapun batasan Kabupaten Aceh tengah sebagai berikut:

a. Wilayah bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah,

b. Wilayah bagian Timur berbatasan dengan Aceh Timur,

c. Wilayah bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues,

d. Wilayah bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya.®

% Kemenag Aceh Tengah" http://kankemenagacehtengah.com/sejarah/

® Nuri Rosmika, Aceh Tengah dalam Angka 2023, (Aceh Tengah: Badan Pusat
Statistik, 2023), hlm. 43.
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Kebupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 Kecamatan yaitu: Kecamatan
Linge, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Jagong Jeget, Kecamatan Bintang,
Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Pegasing,
Kecamatan Bies, Kecamatan Bebesen, Kecamatan Kute Panang, Kecamatan
Silih Nara, Kecamatan Ketol, Kecamatan Celala dan Kecamatan Rusip Antara.
Adapun fokus Kecamatan yang di teliti oleh penulis adalah Kecamatan Bintang.
Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah terdapat 24 Kampung, yang
terbagi menjadi dua Kemukiman , yaitu Kemukiman Bintang menjadi 18
Kampung, dan Kemukiman Nosar menjadi 6 Kampung. Fokus penelitian

penulis, pada Kemukiman Bintang yang di jadikan tempat penelitian pada tiga

Kampung yaitu:
No Nama Kampung Jumlah Warga
1 Kuala Il 973
2 Kuala | 847
3 Wakil Jalil 628

Sumber: BPS Aceh Tengah 2023
Secara geografis wilayah Kecamatan Bintang berada di daerah

pergunungan, dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.
Adapun sumber penghasilan masyarakat Kecamatan Bintang sebagai berikut:

1. Kebun adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami
tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar
rumah serta penggunaannya tidak berpindah pindah.

2. Sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh
pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang
biasanya ditanami padi. Sawah tanpa memandang dari mana diperoleh
atau status lahan yang terdaftar di pajak bumi bangunan, iuran
pembangunan daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang
ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang dijadikan sawah,

baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim laiinya.
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3. Tanaman yang dipanen sekaligus adalah tanaman yang sehabis panen
langsung dibongkar/dicabut, terdiri dari bawang merah, bawang daun,
kentang, kol, kacang merah. Tanaman yang dipanen berkali-kali/lebih
dari satu kali belum habis dipanen seperti tanaman cabe, tembakau,
tomat, jagung dan sayuran lainnya.

4. Nelayan adalah budi daya perikanan yang ada di danau untuk mata
pencarian masyarakat, dari hasil yang diperoleh dari danau dengan
tujuan untuk dijual.®?

B. Pelaksanan Tanggung Jawab Nafkah dalam Masa Perceraian di
Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

Terkait dengan tanggung jawab nafkah dalam masa perceraian, terdapat
beberapa kasus dalam 3 Kampung di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh

Tengah, dimana suami tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak-

anak selama masa iddah. Sedangkan dalam hukum Islam telah menjelaskan

bahwa kewajiban suami memberi nafkah iddah dan nafkah anak dalam proses
perceraian hukumnya adalah wajib.
Berdasarkan hasil wawancara dari 9 narasumber yang terdiri dari 5 istri,

1 suami, 2 reje kampung dan 1 imem kampung di Kecamatan Bintang

Kabupaten Aceh Tengah. Kenapa penulis hanya mewawancara 3 suami karena

perkawinan pada masyarakat Gayo akan menyebabkan perpindahan anggota

salah satu pihak istri maupun suami. Ada dua bentuk perkawinan dalam suku
gayo vyaitu; kerje (juelen) perkawianan yang menyebabkan kedua mempelai
setelah melangsungkan upacara perkawianan kemudian bertempat tinggal
sementara atau selamanya pada keluarga pengantin pria/suami. Sedangkan kerje

(angkap) perkawinan yang menyebabkan kedua mempelai setelah

melangsungkan upacara perkawinan kemudian bertempat tinggal sementara atau

selamanya pada keluarga pengantin perempuan/istri.

82 Nuri Rosmika, Aceh Tengah dalam Angka 2023, (Aceh Tengah: Badan Pusat
Statistik, 2023), him. 157.
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Mayoritas kebiasaan masyarakat gayo setelah pernikahan, istri akan ikut
tinggal bersama keluarga suami atau sering disebut dengan nikah juelen. Oleh
kareana itu, penulis hanya mewawancarai satu suami, karena jika terjadi
perceraian maka istri kembali lagi kepada orang tuanya.

Wawancara dengan ibu AM (inisial) adalah seorang istri, yang telah
menikah sejak tahun 2017 mereka mempunyai anak perempuan yang berumur
3.5 tahun. Pada awal tahun 2022 rumah tangga mereka mengalami banyak
masalah dan telah beberapa kali diselesaikan oleh Aparatur Kampung Kuala I,
tetapi masalalah tersebut tidak dapat terselesaikan. Pada akhirnya pernikahan
tersebut harus berakhir dengan perceraian. Ibu AM mengatakan bahwa selama
dalam masa iddah suami tidak pernah memberikan hak nafkah iddah dan nafkah
hadhanah kepadanya. Bahkan suami pernah berkata tidak akan pernah
memberikan nafkah tersebut.®

Dari pernyataan diatas menurut informasi dari istri bahwasanya suami
tidak mau memberikan nafkah pada masa iddah dan nafkah hadhanah, hal ini
sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa suami bertanggungjawab atas nafkah
tersebut, tetapi suami tidak mau melaksankan kewajibananya. Adapaun tindakan
suami dianggap melanggar hukum islam.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu AW (inisial) yang
merupakan warga Kampung Kuala Il yang telah menikah sejak tahun 2016
mereka mempunyai anak perempuan yang berumur 4.5 pada tahun 2022. Suami
dan istri ini tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi sehingga 5 bulan
sebelum perceraian suaminya tidak pernah memberikan nafkah lagi, dan setelah
perceraian juga suami tidak memberikan nafkah iddah dan anak.®*

Menurut informasi dari ibu AW mengatakan bahwa suami tidak
memberikan nafkah selama 5 bulan terakhir sebelum perceraian dan juga tidak

memberikan nafkah selama masa perceraian. Hal ini bertentangan dengan

% Hasil wawancara dengan Ibu AM Warga Kampung Kuala |
% Hasil wawancara dengan Ibu AW Warga Kampung Kuala I1



38

hukum islam yang telah menetapkan kewajiban suami untuk memberikan
nafkah kepada istri selama masa pernikahan, jika dalam hal ini suami tidak
melaksanakan kewajiban maka suami wajib membayar nafkah madhiyah istri.

Kemudian wawancara dengan ibu SL (inisial) yang merupakan warga
Kampung Wakil Jalil yang telah menikah sejak tahun 2019, bercerai pada tahun
2021. Mereka dikarunia anak laki-laki yang berumur 4.5 tahun, alasan mereka
bercerai karena suami tidak bertanggung jawab kepada istri dan anaknya dalam
hal nafkah, dan suami mengkomsumsi narkoba. Dalam masa perceraian juga
mantan suami tidak pernah memberikan nafkah iddah dan nafkah anak.®

Menurut informasi yang diberikan pada saat wawancara dengan ibu SL,
dapat disimpulakan bahwa suami tidak memberikan nafkah pada dalam masa
pernikahan maupun dalam masa perceraian, suami juga sering mengkomsumsi
narkoba yang menjadi faktor utama bagi suami tidak melaksanakan
kewajiabnnya tersebut. Tetapi dalam hukum islam hal tersebut tidak dibenarkan,
seorang suami wajib menanggung nafkah istri dan anak dalam masa perkawinan
maupun dalam masa perceraian.

Kemudian hasil wawancara dengan ibu TR yang merupakan warga
kampung Wakil Jalil yang telah melaksankan pernikahan sejak tahun 2020 dan
berakhir pada tahun tahun 2022. Meraka mempunyai anak laki-laki umur 2
tahun. Adapun masalah dalam rumah tangga ini adalah faktor keluarga yang
tidak pernah mendukung rumah tangga anaknya, dan telah beberapa kali
diselesaikan di aparatur kampung tetap saja rumah tangga ini tidak dapat
bersama lagi. Dan dalam masa perceraian suami hanya memberikan nafkah
iddah selama sebulan saja, dan pada bulan selanjutnya suami tidak pernah lagi
memberikan nafkah iddah. dan anak saya tinggal bersama suami.®®

Menurut informasi dari ibu TR, dapat di simpulkan dari bahwasanya
faktor utama yang menyebabkan renggangnya rumah tangga adalah dukungan

% Hasil wawancara dengan Ibu SL Warga Kampung Wakil Jalil
% Hasil wawancara dengan Ibu TR Warga Kampung Wakil Jalil
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keluarga yang tidak ada. Hal ini menjadi faktor utama dari sebuah keberhasilan
atau kegagalan sebuah hubungan. Komunikasi yang buruk antara pasangan atau
keluarga dapat menjadi konflik dan kesalahpahaman. Tetapi dalam hal ini suami
masih berkewajiban menaggung nafkah istri.

Terakhir wawancara dengan ibu MY yang merupakan warga Kampung
Kuala | yang telah melaksankan pernikahan sejak tahun 2016 dan berakhir pada
tahun 2023. Mereka mempunyai anak perempuan umur 6.5 tahun dan anak laki-
laki umur 5 tahun. Sejak akhir tahun 2022 rumah tangga mereka sudah tidak
harmonis lagi, suami sangat mengabaikan dan tidak pernah memberi nafkah lagi
kepada istri dan anak-anak. Suami sibuk dengan dirinya sendiri, jarang di rumah
dan memilih tinggal di rumah orang tuanya. Masalah ini sudah beberapa kali
istri bicarakan dengan ibu suami tetapi respon ibu suami biasa saja dan tidak
mau membantu untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Dan pada akhirnya
memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi. Dalam masa perceraian ini suami
tidak pernah memberi nafkah iddah, dan anak-anak tinggal bersama suami.®’

Menurut informasi dari ibu MY, dapat disimpulkan bahwa kasus ini
hampir sama dengan kasus ibu TR yaitu kurangnya dukungan keluarga yang
menyebabkan renggangnya rumah tangga antara suami dan istri. Suami yang
tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anakanya sejak akhir
tahun 2022 sampai awal tahun 2023. Dalam hukum islam, suami berkewajiban
untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ketika terjadi perceraian,
suami harus memberikan nafkah madhiyah dan nafkah iddah kepada istri sesuai
hukum Islam.

Adapun wawancara dengan bapak TG warga Kampung Pulo Atas suami
dari ibu TR, ia pernah memberikan nafkah iddah sejumlah 500.000 tetapi hanya
1 bulan, itu ia berikan pada bulan pertama setelah mentalak istrinya setalah itu ia
tidak pernah memberikan nafkah iddah lagi. Adapun alasan suami tidak

% Hasil wawancara dengan Ibu MY Warga Kampung Kuala |
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memberikan nafkah iddah lagi karena menurut ia tidak wajib lagi karena
anaknya tinggal bersama suami tidak bersama ibunya.

Wawancara dengan bapak YR warga Kampung Linung Bulen 1 suami
dari inu SL, ia mengatakan bahwasanya tidak pernah memberi nafkah iddah dan
nafkah anaknya. Alasan bapak YR tidak memberikan nafkah iddah karena dia
tidak mengetahui bahwa nafkah dalam masa perceraian itu wajib untuk
diberikan kepada istri. Dan alasan bapak YR tidak memberikan nafkah kepada
anaknya karena anaknya tinggal bersama ibunya dan bapak YR juga
mengatakan bahwa jika saya memberi nafkah kepada anak maka mantan istri
saya tidak memberi izin.

Wawancara dengan bapak HK suami dari ibu MY warga Kampung Asir-
Asir Atas, ia mengatakan bahwa dia tidak pernah memberi nafkah kepada istri
selama rumah tangga mereka mengalami ketidak harmonisan, dan pada akhirnya
istri saya pulang ke rumah orang tuanya. Alasan saya tidak menberikan nafkah
iddah kepada mantan istri saya karena ia meninggalkan rumah tanpa izin dari
saya dan meninggalkan anak-anak.

Adapun wawancara dari Reje kampung mengenai pelaksanaan nafkah
dalam masa perceraian di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah sebagai
berikut:

Hasil wawancara dengan bapak Rusdi Reje kampung Kuala I,
mengatakan bahwa pelaksaan nafkah iddah di kampung Kuala Il tidak terlaksana
dalam masa perceraian dengan alasan suami dalam keadaan marah yang
mengakibatkan suami tidak memberikan nafkah pada masa iddah. Tetapi reje
kampung mengatakan jika perceraian telah sah di pengadilan ada beberapa
mantan suami memberikan nafkah.®

Hasil wawancara dengan bapak Jaenal Abidin Reje Kampung Wakil
Jalil, mengatakan bahwa pelaksaan nafkah dalam masa perceraian atau nafkah

% Wawancara dengan Bapak Rusdi, Reje Kampung Kuala Il, pada tanggal 4 Febuari
2023 di Kecamatan Bintang
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iddah tidak ada diberikan, suami tidak bertanggung jawab atas nafkah tersebut,
tetapi jika istri dalam keadaan hamil baru ada nafkah yang diberikan suami
kepada istri.*®

Hasil wawancara dengan bapak Piter Daudi imem Kampung Kuala I,
mengatakan bahwa jika telah terjadi talak maka suami akan mangantar pulang
istrinya kepada orang tuanya, suami tidak ada memberikan nafkah dalam masa
perceraian tersebut.”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber, reje
kampung dan imem kampung di atas dalam prakteknya bahwa ada beberapa
suami yang tidak melaksanakan nafkah dalam masa perceraian di Kecamatan
Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Yang mana seorang suami tidak
melaksanakan tanggung jawabnya seperti yang telah diatur menurut hukum
Islam. Dari hasil wawancara yang dilakukan penelitian
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Nafkah dalam Masa Perceraian di

Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah

Hukum Islam secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu
hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi hukman. Lafadz
al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak al-ahkam. Berdasarkan akar
kata hukama tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti
kebijaksanaan. Makna mencegah atau menolak juga menjadi salah satu arti dari
lafadz hukmu yang memiliki akar kata hukama yaitu mencegah ketidakadilan,
mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.
Hukum islam di Indonesia ia menyebutkan bahwa “hakama bimakna godho

walfasal” yaitu memutusakan, menetapkan,dan menyelesaikan setiap masalah.”

® Wawancara dengan Bapak jaenal Abdin, Reje Kampung Wakil Jalil, pada tanggal 5
Febuari 2023 di Kecamatan Bintang

7® Wawancara dengan Bapak Piter Daudi , Imem Kampung Kuala I, pada tanggal 4
Febuari 2023 di Kecamatan Bintang.

™ Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Lampung : Lintang Rasi Aksara Books, 2016),
him. 1-2.
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Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia
selain dari hukum positif dan hukum adat. Hukum islam dapat menjadi tolak
ukur dalam menyelesaikan suatu perkara, salah satunya dalam perkara hak
nafkah dalam masa perceraian. Iddah merupakan pemberian suami kepada istri
pada masa tunggu setelah terjadinya talak, dalam hal ini ada beberapa suami
yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri-istrinya yang di talak oleh
suami.

Kewajiban suami dalam masa perceraian adalah memberikan nafkah
kepada istri dan anak-anaknya yang di jelaskan dalam dalil-dalil al-Qur’an dan
hadis sebagal berikut:

Surat at-Talaq (65) : 6
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Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang
sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian juka
mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya
kepada mereka dan musyawarahlah di antara kamu (segala sesuatu)

dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat ini memerintahkan kepada ayah untuk menyiapakan tempat tinggal
bagi para istri yang ditalak, dan apabila istri dalam keadaan hamil ayah
berkewajiban memberi nafkah kepada para istri tersebut sampai mereka
melahirkan, dan apabila istri yang ditalak melanjutkan menyusukan setelah
melahirkan atau sedang menyusui ketika ditalak maka ayah berkewajiban
memberikan upah menyusui kepada para istri. Jika istri tidak mau menyusui

anaknya maka ayah boleh memberikan anak tersebut disusui oleh orang lain,
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juga dengan memberikan upah menyusui. Bila istri yang ditalak tidak dalam
keadaan hamil maka para istri mempunyai hak terhadap tempat tinggal.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-
hambanya apabila seorang suami menceraikan istrinya hendaklah ia
memberikan tempat tinggal di dalam rumah sampai iddahnya habis, jika istri
yang ditalak dalam keadaan hamil maka berikan nafkah sampai ia melahirkan
kandunganya, jika istri menyusui bayinya maka ia berhak mendapat upah yang
sepadan yang disepakati oleh kedua belah pihak. suami mendapatkan keringan
dalam memberikan nafkah sesuai kemampuannya.

Surat ath-Talaq (65) : 7
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Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut

kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak

membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan

Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah
kesempitan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam memberi nafkah kepada istri

disesuaikan dengan kemampuan si ayah dan juga disesuiakan dengan kebutuhan
para istri. Ulama figih (fugaha) menyebutkan kesesuaian dengan kemampuan
dan kebutuhan dengan kifayah/patut (sesuai dengan kemampuan suami dan juga
disesuiakan dengan kebutuhan istri).”

Para ulama berbeda pendapat tentang ukuran nafkah, Imam Malik
berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syariat dan itu kembali
kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan
perbedaan tempat, waktu dan kondisi, pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu

Hanifah. Imam Syafi’i berpendapat bahwa nafkah bagi orang yang berada dalam

72 Jamhuri, Kewajiban Nafkah dalam Figih...,him. 60
7 Jamhuri, Kewajiban Nafkah dalam Figih..., hlm. 60
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kemudahan adalah dua mud, sementara bagi orang yang berada dalam kesulitan
adalah satu mud, dan yang berada di antara keduanya adalah satu setengah
mud.”

Dalam kitab ar-Raudhah an-Nadiyyah, disebutkan bahwa pendapat yang
benar adalah bahwa tidak diperlukan adanya ukuran tertentu dalam menentukan
besarnya nafkah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan waktu, tempat, keadaan,
dan kebutuhan dari setiap individu. Ada keluarga yang biasa makan hanya dua
kali sehari, sementara di tempat lain, ada yang makan tiga hingga empat kali
sehari. Selain itu, setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada
yang membutuhkan satu sha' atau lebih dalam setiap makanannya, ada juga yang
hanya setengah sha' atau bahkan kurang dari itu.”

Penetapan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah tidak benar karena
terdapat perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan dari setiap individu.
Selain itu, tidak ada ketentuan syariat yang menetapkan ukuran tertentu terhadap
nafkah. Rasulullah saw sendiri menggunakan istilah secukupnya dalam
pemberian nafkah ini dan dilakukan dengan cara yang baik."®

Dalam bab nafkah dalam hadis al-Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy

tentang hak seorang istri menjelaskan bahwa:

Gus 453 35 g 035 6 188 1 06 il 08 (L pddl) Bglah o oS5
gl s ¥ 5 (S 13] 150 ST5 (Cadab 13) Gaaldd OF 1 J6 e
L3 ke & 3RS Ead 1

Al-Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata, “aku
bertanya, wahai Rasullulah, apakah hak istri salah seorang di antara

kami? Beliau menjawab: engkau memberi makan jika engkau makan dan
engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian.’’

™ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), him. 107.

"™ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001), him. 445.

" ibid

7 1bnu Hajar al-Asgalani, Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum, (Jakarta: Gema
Insani, 2013), him. 505
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Hadis di atas menjadi dalil yang menunjukan kewajiban suami untuk
memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya, atau istilah lainnya adalah
memberi nafkah. Memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib, seorang suami
sebagai kepala rumah tangga harus memiliki usaha dan berkerja dengan
sungguh-sungguh sesuai kemampuannya.

Islam telah mengatur bagaimana kewajiban-kewajiban suami tentang
nafkah, baik nafkah dalam masa perkawinan maupun nafkah dalam masa
perceraian. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis di atas. Fakta
yang terjadi selama ini di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, ada
beberapa kasus yang tejadi pada masa perceraian dimana ada mantan suami
yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah pada istri ketika
dalam masa iddah dan nafkah terhadap anak-anaknya, yang mana hal ini tidak
dibenarkan dalam hukum Islam.

hukum Islam telah mengatur kewajiban suami terhadap istri yang ditalak

berdasarkan surat al-Bagarah ayat 228:
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Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari
akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti
itu, jika mereka (para suami) menghendaki perbaiakan. Dan para wanita
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang
ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan
daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Wanita-wanita yang diceraikan suaminya harus menahan diri mereka

selama tiga kali suci. Mereka tidak boleh menikah (dengan laki-laki lain) selama
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jangka waktu 3 bulan 10 hari. Istri juga tidak boleh menyembunyikan kehamilan
yang diciptakan di dalam rahimnya. Jika mereka sungguh-sungguh dalam
beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan (mantan) suami yang menceraikan
mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa iddah, jika rujuk
tersebut bermaksud untuk membangun kerukunan dan menghilangkan masalah
yang terjadi akibat perceraian. Para istri memiliki hak dan kewajiban untuk
mendapatkan nafkah dalam masa iddah dari suami dalam waktu yang telah
ditetapkan.

Adapun fakta yang terjadi di Kecamatan Bintang Kasus cerai pada
rumah tangga ibu AM dimana suami tidak pernah memberikan hak nafkah iddah
dan nafkah anak, hal ini sudah diputuskan oleh hakim di pengadilan bahwasanya
nafkah iddah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab yang harus diberikan
suami kepada istri dan anaknya. Tetapi dalam hal ini suami tidak menjalankan
kewajibanya tersebut.

Kasus cerai yang terjadi pada ibu AW dan ibu MY memiliki kasus yang
sama dimana istri dan anak-anak tidak di berikan nafkah oleh suami dalam masa
pernikahan maupun dalam masa proses perceraian, dimana ibu AW dan ibu MY
tidak lagi dinafkahi oleh suami selama beberapa bulan dan pada akhirnya rumah
tangga tersebut berakhir dengan perceraian. Setelah itu suami juga tidak
memberi nafkah iddah. Hal ini tidak dibenarkan dalam islam dimana jika suami
tidak memberikan nafkah dalam masa pernikahan, maka hal tersebut menjadi
hutang untuk suami.

Dalam Islam seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya atau
karena keadaan atau kondisi tertentu yang belum mampu untuk memberikan
nafkah, maka suami dianggap telah memiliki hutang kepada istrinya maupun
kepada anaknya, hal ini disebut dengan Madhiyah dalam bahasa arab diartikan
sebagai lampau atau terdahulu. Nafkah madhiyah (lampau) merupakan nafkah
terdahulu yang tidak ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri

sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, yang tidak ditunaikan oleh suami
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selama 3 bulan atau lebih dapat menjadikan hutang bagi suami. Kewajiban
memberi nafkah merupakan salah satu hukum pasti dalam Islam, hal ini

sebagaimana disebutkan dalam surat al-Bagarah : 233 yang menyatakan bahwa
.78

Sypall S5 5485, A gl s

kewajiaban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para
ibu (istri) dengan cara yang ma’ruf atau patut.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan
nafkah kepada istri dengan cara ma’ruf (kebaiakan sesuai dengan ketentuan
agama), tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Apabila suami tidak
menunaikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka akan
menjadi hutang bagi suami dilunasi dikemudian hari. Dalam Pasal 80 ayat (4)
huruf a menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilan suami menanggung
nafkah. Pasal ini menjelaskan meskipun nafkah diberikan menurut kemampuan
namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan
anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Adapun Kasus yang terjadi pada ibu AM, AW dan SL dimana suami
bukan saja mengabaikan nafkah istri tetapi juga mengabaikan nafkah kepada
anak-anaknya, dimana menurut informasi dari istri bahwasanya suami tidak
pernah meberikan uang belanja dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya,
sedangkan kewajiaban suami memberikan nafkah kepada anak-anaknya sudah
ditetakan oleh pengadilan bahwa suami yang menaggung nafkah anak tersebut.
Hal ini di bertentangan dalam hukum islam, yang jelaskan dalam al-Qur’an
surah al-Bagarah : 233 bahwa suami wajib menangung nafkah anak dan istri

dalam masa pernikahan maupun dalam masa perceraian.

® Sisca Hadi Valawati dkk, Jurnal, Nafkah Madhiyah dalam Perkara Perceraian,
Fakultas Hukum Universitas Brawijara, him. 7.
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Dan ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh,
bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah
menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang
ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita)
karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila
keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan
antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu
ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan."

/

Ayat ini berbentuk khabar, ulama memehami bentuk khabar disini

berbentuk amr, yaitu amar istihbab dan amar ijabah. Sehingga dipahami oleh

sebagian ulama bahwa ibu menyusui anakanya dalam masa perkawinan dan

setelah cerai adalah wajib dan sebagian mengatakan sunat. Jika dikembalikan

kepada makna dasar sebagai bentuk khabar maka hukumnya adalah ibahah,

artinya ibu boleh menyusui anaknya setelah terjadinya perceraian dan juga boleh

tidak menyusui.”

Bila ibu menyusui anaknya setelah perceraian selama dua tahun penuh

maka ayah wajib memberi nafkah dan pakaian kepada istri secara patut/kifayah

(sesuai dengan kemampuan suami dan juga disesuaikan dengan kebutuhan istri),

jika ibu menyusui anaknya tidak sampai waktu dua tahun maka bartas wajib

nafkah yang diberikan kepada ibu dari anak sebatas itu saja. Bila keduanya

™ Jamhuri, Kewajiban Nafkah dalam Figih.., him. 52
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bermusyawarah untuk menyapih anaknya dibolehkan, demikian juga bila ayah
ingin orang lain yang menyusui anaknya, maka tidak berdosa.®’

Adapun faktor yang peneliti temui dari hasil wawancara dengan
narasumber ada 3 faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah
iddah kepada istri adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pengetahuan Tentang Agama

Sebab kurangnya pemahanman agama dalam rumah tangga,
mengakibatkan kurangnya pengetahuan suami tentang kewajiban kepada istri
dan anak-anaknya, karena itu terjadinya pengabaian nafkah yang dilakukan oleh
suami. Kelemahan pemahaman agama suami yang hanya memahami nafkah itu
wajib di berikan pada masa pernikahan saja, sehingga mengakibatkan suami
tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah setelah perceraian kepada
istri dan anak-anaknya. Pengabaian nafkah terhadap istri terjadi karena suami
menganggap bahwa perpisahan selama proses perceraian berlangsung tidak
berkewajiban lagi untuk memberikan nafkah sampai putusnya perceraian di
mahkamabh syar’iyah.

Setelah putusnya perceraian, kewajiban nafkah masih di tanggung oleh
suami, firman Allah SWT dalam surat al-Bagarah [2]: 228
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“Wanita-wanita yang ditalag hendaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru’ tidak boleh menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat”.
(Q.S al-Bagarah [2]: 228)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, bahwa istri-istri yang di talak yang

masih haid wajib menunggu tanpa menikah atau tanpa akad baru setalah talak

% Ipid.
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jatuh jatuh selam tiga akli suci atau tiga kali haid, sebagai kewajiban iddah
mereka agar para istri bias memastikan bebasnya rahim dari janin. Tidak
boleh bagi mereka (istri) pada masa iddah menikah dengan laki-laki lain,
tidak baik bagi istri menyembunyikan haid atau kehamilan yang Allah
ciptakan dalam rahim mereka jika mereka istri-istri yang beriman. Para suami
yang telah mentalak istrinya berhak untuk merujuk istrinya kembali.

Surat al-Bagarah: 241 menjelaskan bahwa
S o s O gady fie olledll

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya), mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagaiman suatu kewajiban
bagi orang-orang yang bertakwa.

Berdasarkan ayat al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa, dalam
hukum Islam apabila hubungan perkawinan diputuskan, maka akan
menimbulkan kewajiban baru bagi suami. Istri yang diceraikan, suami wajib
memberikan nafkah iddah, mut’ah, madiayah dan nafkah anak. Dapat di
simpulkan pemahaman agama tentang nafkah sangatlah penting, dengan
adanya memahaman agama suami mengetahui kewajibanya sebagai suami
dan tidak akan mengabaikan kewajiban tersebut.

2. Kurangnya Dukungan Keluarga

Dalam rumah tangga pasti ada konflik atau pertengkaran di
dalamnya, sebab itu Islam mendorong umatnya untuk menjadi penengah
untuk mendamaikan orang atau keluarga yang tengah bertengkar. Dalam
Islam mendamaikan orang bertengkar ini dikenal dengan sebutan ishlah.
Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 9.
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Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu
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melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.
Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,
dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang berlaku adil. Q.S al-Hujurat [49]: 9

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana jika terjadi pertikaian atau
percekcokan antara dua kelompok orang-orang yang beriman hingga mereka
ingin saling membunuh, yang satu bughat (membangkang) terhadap yang

lainnya, lalu bagaimana hukumnya. Maka Allah SWT mengatakan s 15t

“maka damaikanlah antara keduanya”, dan jika ternyata yang satu tetap tidak
mau damai dan tetap memberontak maka perangi sebagaimana yang Allah

subhanahu wa ta’ala firmankan &5 g\ 1slotad 28 e 1is) &g b6 “Jika salah satu

dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah
(golongan) yang berbuat zalim itu”, dan jika setelah berperang dia sadar dan
kembali lagi maka damaikan kembali.**

Firman Allah surat al-Hujurat ayat 10

o
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Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu
damaikanlah (pernikahan hubungan) antara kedua saudaramu itu dan
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Q.S al-Hujurat
[49]: 10

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Sesungguhnya orang-orang yang
beriman itu bersaudara, dan persaudaraan dalam Islam itu berkonsekuensi atas
kalian wahai orang-orang yang beirman- untuk mendamaikan antara dua saudara
kalian yang sedang bertikai. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan
segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dengan harapan kalian

akan dirahmati. Kemudian Allah menegaskan kembali bahwa sesama orang

8 Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 9 - Bekal Islam. https://bekalislam.firanda.com/11916-
tafsir-surat-al-hujurat-ayat-9.html
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beriman adalah saudara seagama, maka wajib memperbaiki hubungan antar
saudara. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada-Nya dengan
menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, agar
mereka dapat meraih rahmat Allah yang luas.
3. Kurangnya Tanggung Jawab Suami

Hak dan kewajiban menjadi salah satu hal yang saling berkaitan,
khususnya dalam pernikahan. Dua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan, karena pemisahan antara hak dan kewajiaban akan
mengakibatkan rusaknya hubungan antara suami dan istri. Dalam Islam, suami
memiliki kedudukan sebagai kepala rumah tangga sebagai orang yang paling
bertanggung jawab atas memberikan kebutuhan nafkah keluarga, baik
kebutuhan yang bersifat materi ataupun non materi. Seorang suami yang sangat
berperan dalam membangun rumah tangga agar rumah tangga tersebut sakinah,
mawaddah dan warahmah. Allah berfirman dalam surat an-Nisa [4] : 34
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“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah
telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain
(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah
dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka
yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada,
karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu
khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehatkepada mereka,
tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu)
pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka jaanglah kamu
mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha
tinggi, maha besar”.
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Ayat di atas, menjelaskan bahwa suami harus mempunyai jiwa
kepemimpinan karena Allah telah melebihkan kemampuan laki-laki dari pada
perempuan, dan laki-laki harus memberikan nafkah kepada perempuan (istri)
dan anak-anaknya. Sebab pada umumnya laki-laki memiliki kelebihan watak
dari pada perempuan. Laki-laki juga memiliki kewajiban untuk membelanjai
perempuan, mengeluarakan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. bagi
perempuan berkewajiban menaati laki-laki (suami) selama dalam ikatan

pernikahan.

Perceraian secara yuridis berarti putusan -~ perkawinan, yang
mengakibatkan berakhirnya ikantan suami-istri. Nafkah dalam masa perceraian
merupakan pemberian suami untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan pokok
mantan istri dan anak-anak menurut kemampuan mantan suami. Tanggung
jawab suami kepada istri yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an, hadis, dan
perundang-undangan. Perempuan yang tidak durhaka (nusyuz) dalam masa
iddah raj’iyah berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan semua
kebutuhan hidupnya, dari mantan suami, hal ini di jelaskan dalam firman Allah

SWT dalam al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 236
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“tidak ada kewajiban membayar mahar atas akmu, jika kamu
menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan
sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan
suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula),

yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan
bagi orang-orang yang berbuat kebijakan”. Q.S al-Bagarah [2]: 236.

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tafsir lbnu Katsir menyebutkan;

melalui ayat ini Allah memperbolehkan menceraikan istri setah akad nikah
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sebelum mengaulinya. Ibnu Abbas, Thawus, Ibrahim dan Hasan al-Bashri
berkata, ‘“maksud dari kata al-massu adalah nikah”. Bahkan Allah
memperbolehkan mencerai istri sebelum menggauli dan menetapkan maharnya,
sekalipun tanpa mahar sangat menyakitkan hatinya. Maka dari itu Allah
memerintahkan untuk memberiakan suatu untuk dapat menyenangkan hati istri,
sebagai ganti apa yang sudah hilang dari istri. hal ini diberikan sesuai dengan
kemampuan suami, baik dia kaya ataupun miskin.®?

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) menyebutkan
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan melakukan mediasi antara kedua belah pihak tetapi jika mediasi
tersebut tidak berhasil untuk memdamaikan kedua belah pihak. Kemudiana
dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 18 menyebutkan bahwa perceraian itu terjadi
terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.
Dengan sebab itu, kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya adalah
sampai perkawinan resmi dinyatakan putus di depan pengadilan.®

Dari penjelasan di atas Penulis menyimpulkan bahwa peran kewajiban
suami dalam masa perceraian sangat penting dalam memberikan nafkah seperti
nafkah iddah (talag), nafkah istri dalam keadaan hamil, nafkah pada masa
menyusui, nafkah madiyah dan nafkah hadhanah kepada istri dan anak-anaknya
dengan cara yang ma’ruf atau patut. Menurut hukum Islam, suami wajib
memberikan nafkah selama masa perceraian kepada istri dan anak sesuai dengan
kemampuan dan kesanggupannya. Akan tetapi di Kecamatan Bintang
Kabupaten Aceh Tengah ada beberapa suami yang tidak menjalankan

kewajibanya sesuai dengan hukum islam.

8 Imam Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan :Arif Rahman Hakim dkk. Jilid 2,
Cet. 11, (Jawa Tengah: insan Kamil, 2016), him. 353

8 Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan nafkah dalam masa perceraian di Kecamatan Bintang
Kabupaten Aceh Tengah, yaitu sebagian suami tidak memberikan nafkah
iddah seperti iddah talag, hamil, menyusui, madiyah dan hadhanah
kepada istri dan anak-anaknya selama masa iddah. Bahkan, ada suami
yang hanya memberikan nafkah iddah setelah resmi bercerai di
pengadilan, dan hanya memberi nafkah iddah ketika istri sedang dalam
keadaan hamil saja.

2. Hukum Islam mewajibkan para suami untuk menanggung nafkah iddah
bagi istri mereka. Hal ini telah di jelaskan dalam firman Allah surah al-
Bagarah ayat 233 bahwa suami harus memberikan nafkah sesuai dengan
kemamapuannya. Namun, di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh
Tengah, terdapat suami yang tidak melaksanakan kewajibanya tersebut.
Ada 5 (lima) suami yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri.
Namun, dalam masa perceraaian, suami memiliki kewajibsan untuk
menanggung nafkah iddah talak, nafkah iddah dalam keadaan hamil,
nafkah iddah dalam masa menyusui, nafkah iddah madhiyah, nafkah
iddah mut’ah, dan nafkah hadhanah. Tetapi dalam kenyataannya, suami
hanya memenuhi kewajiban nafkah iddah saat istri sedang hamil saja,
sementara kewajiban nafkah iddah lainnya tidak dipenuhinya.

B. Saran
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:
1. Untuk para suami, khususnya masyarakat Kecamatan Bintang

Kabupaten Aceh Tengah agar mengetahui bagaimana hukum Islam
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tentang kewajiban memberi hak nafkah dalam masa perceraian, sehingga
tidak terjadi pengabaian nafkah iddah yang dapat dianggap sebagai
perbuatan yang dzalim.

Diharapkan agar pemerintah Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh
Tengah memberikan arahan memalui program penyuluhan mengenai
kewajiban-kewajiban sebagai suami istri selama masa pernikahan
maupun perceraian menurut hukum Islam.

Kepada para peneliti lainnya, diharapkan dapat menggunakan skripsi ini
sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan
nafkah.
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